BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : A 3’/3 7O “Vavrun ;ka'r')

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang :

Mengingat

da.

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan
pencegahan dan penanganan dengan tujuan mencegah
sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden
Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu
membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 463/489/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3277},

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886},



10.

11.

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And
Immedite Action for the Eliminition of the Worst Forms ot Child
Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan Dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5882);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818]);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak;
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3.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 20105
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak

Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sukoharjo dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyal tugas :
a. menyusun program kerja;
b. memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data
dan informasi, pelatihan, konsultasi dan advokasi;
c. memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban
tindak perdagangan orang;
d. menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan
pembimbing rohani;
mengadakan sosialisasi dan pendidikan masyarakat;
menumbuhkan peran serta masyarakat;
mengupayakan kerjasama dengan pihak lain; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

S0 0

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk
sekretariat yang anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan
yvang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Semua biayva vang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 463/489/2013 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang, dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal ® Feorwac aciq

BUPATI SUKOHARJO,

\A E“""‘——-—"n
WARDOYO WIJAYA /—

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di1 Semarang;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinst Jawa

Tengah di Semarang;

3 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukohar)o;

4 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukohar)o;

5. Kepala Badan/Dinas/Instansi /Bagian yang
terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN P.
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPAT:

Nomor
Tanggal

c ALD /A T\wvan Ao
e Teorer aov)

CNANGANAN TINDAK
<N SUKOHARJO

Kabupaten Sukoharjo

NO JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 Bupati Sukoharjo Penasehat Memberikan nasehat
dan bimbingan
2 Wakil Bupati Sukoharjo Penasehat Memberikan nasehat
dan bimbingan

3 Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo | Pengarah Memberikan arahan

4 Komandan Komando Distrik Militer | Pengarah Memberikan arahan
0726 Sukoharjo

S Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo | Pengarah Memberikan arahan

O Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo | Pengarah Memberikan arahan

7 Sekretaris Daerah  Kabupaten | Pengarah Memberikan arahan
Sukoharjo

8 Asisten Perekonomian dan | Ketua Bertanggung jawab atas
Pembangunan Sekretarits Daerah seluruh pelaksanaan
Kabupaten Sukoharjo kegiatan

O Kepala Dinas Pengendalian | Sekretaris Bertanggung jawab di
Penduduk, Keluarga Berencana bidang kesekretariatan
dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo

10 | Kepala Badan Perencanaan, | Anggota Bertanggung jawab
Penelitian dan  Pengembangan sesual bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

11 Kepala Badan Keuangan Daerah | Anggota Bertanggung jawab

sesual bidang tugasnya

A

/



1 2 3 9
12 | Direktur Rumah Sakit Umum | Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
13 | Ketua Pengadilan Agama | Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
14 | Kepala Kantor Kementerian Agama | Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
15 | Kepala Dinas Pendidikan dan | Anggota Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
16 | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
17 | Kepala Dinas Perindustrian dan | Anggota Bertanggung jawab
Tenaga Kerja Kabupaten sesual bidang tugasnya
Sukoharjo
18 | Kepala Dinas Pemberdayaan | Anggota Bertanggung jawab
Masyarakat dan Desa Kabupaten sesual bidaPng
Sukoharjo tugasnya
19 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten | Anggota Bertanggung jawab
Sukoharjo sesual bidang tugasnya
20 | Kepala Dinas Perhubungan | Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
21 |[Kepala Dinas Kepemudaan dan [ Anggota Bertanggung jawab
Olahraga Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
22 | Kepala Badan Pusat Statistik | Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharnjo sesuail bidang tugasnya
23 | Kepala Bagian Hukum Sekretanat | Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukocharjo sesual bidang tugasnya
24 | Kepala Bagian Hubungan | Anggota Bertanggung jawab
Masyarakat dan Protokol pada sesual bidang tugasnya
Sekretariat Daerah  Kabupaten
Sukoharjo

J
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25 | Kepala Bagian Kesejahteraan | Ar. 3gota Bertanggung jawab
Rakyat pada Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

26 | Kepala  Bidang Pemberdayaan | Anggota Bertanggung jawab
Perempuan pada Dinas sesuai bidang tugasnya
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo

27 | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas | Anggota Bertanggung jawab
Hidup dan Perlindungan sesual bidang tugasnya
Perempuan Bidang Pemberdayaan
Perempuan pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo

28 | Ketua Tim Penggerak | Anggota Bertanggung jawab
' Pemberdayaan Kesejahteraan sesuai bidang tugasnya
Keluarga Kabupaten Sukoharjo

79 | Ketua Aliansi Peduli Perempuan | Anggota Bertanggung jawab

Makmur Kabupaten Sukoharjo

sesual bidang tugasnya

UPATI SUKOHARJO,

T ST

WARDOYO WIJAYA /



